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Abstrak 

Sistem pembiayaan syariah merupakan instrumen penting dalam mendukung 

ekonomi Islam yang bebas riba dan berlandaskan prinsip keadilan. Dua akad utama 

yang sering digunakan adalah Mudharabah dan Murabahah, yang 

merepresentasikan model bagi hasil dan jual beli dengan margin keuntungan yang 

disepakati. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi kedua 

akad tersebut dalam praktik lembaga keuangan syariah serta peran inovasi digital 

dalam meningkatkan efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka 

dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa 

Mudharabah efektif dalam mendukung sektor produktif seperti UMKM melalui 

pola kemitraan yang adil, sementara Murabahah lebih dominan digunakan untuk 

pembiayaan konsumtif seperti KPR dan kendaraan. Studi kasus di Bank Syariah 

Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa akad Murabahah masih mendominasi 

portofolio pembiayaan, meskipun Mudharabah memiliki potensi besar dalam 

penguatan sektor riil. Tantangan utama mencakup rendahnya literasi keuangan 

syariah, moral hazard, serta kompleksitas administrative. Digitalisasi melalui 

platform fintech menjadi solusi strategis. 

Kata Kunci: Akad Syariah, Mudharabah, Murabahah, Lembaga Keuangan 

Syariah, Digitalisasi. 

  

Abstract 

The Islamic financing system serves as a vital instrument in supporting an interest-

free economy grounded in the principles of justice and equity. Two primary 
contracts frequently used are Mudharabah and Murabahah, which represent profit-

sharing and cost-plus sale models, respectively. This study aims to analyze the 
concepts and implementation of these two contracts in the practices of Islamic 

financial institutions, as well as the role of digital innovation in enhancing their 
effectiveness. The research employs a literature review method with a descriptive-

qualitative approach. Findings indicate that Mudharabah is effective in supporting 
productive sectors such as MSMEs through fair partnership schemes, while 

Murabahah is more commonly applied in consumer financing such as Islamic 
mortgages (KPR) and vehicle loans. A case study at Bank Syariah Indonesia (BSI) 

shows that Murabahah continues to dominate financing portfolios, despite 

Mudharabah’s great potential in strengthening the real sector. Major challenges 
include low levels of Islamic financial literacy, moral hazard, and administrative 
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complexity. Digitalization through fintech platforms emerges as a strategic solution 

to enhance accessibility, efficiency, and transparency in Islamic financing. 

Keywords: Sharia Contract, Mudharabah, Murabahah, Islamic Financial 

Institutions, Digitalization. 

  

A. PENDAHULUAN 

Ekonomi syariah telah berkembang menjadi sistem alternatif yang solutif terhadap 

kelemahan sistem keuangan konvensional yang sering kali tidak stabil dan tidak berpihak pada 

keadilan sosial. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (‘adl), transparansi (bayyinah), dan 

larangan riba menjadi fondasi utama dalam struktur ekonomi Islam yang mendorong distribusi 

kekayaan yang merata dan interaksi bisnis yang etis1. Dalam konteks ini, sistem pembiayaan 

syariah menempati posisi penting karena tidak hanya menghindari praktik riba, tetapi juga 

mendorong produktivitas dan pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Landasan normatif utama bagi pembiayaan syariah dijelaskan dalam Al-Qur’an, dalam surah 

Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman: 

بَ  لِكَ بِأنََّهُمْ قَالوُٓا۟ إِ ٱلَّذِينَ يَأكُْلوُنَ ٱلر ِ
نُ مِنَ ٱلْمَس ِ ۚ ذَٰ ٰـ ُ وٰا۟ لََ يقَوُمُونَ إلََِّ كَمَا يقَوُمُ ٱلَّذِى يتَخََبَّطُهُ ٱلشَّيْطَ بوَٰا۟ ۗ وَأحََلَّ ٱللَّّ نَّمَا ٱلْبيَْعُ مِثْلُ ٱلر ِ  

بوَٰا۟  مَ ٱلر ِ   ۚٱلْبيَْعَ وَحَرَّ

Terjemahnga ; "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli 

itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." 

(QS. Al-Baqarah: 275) 

Ayat ini memberikan dasar tegas bagi keabsahan transaksi jual beli seperti akad 

Murabahah, dan sekaligus menjadi larangan eksplisit terhadap praktik riba yang bersifat 

eksploitatif. Hal ini mendorong pengembangan berbagai akad dalam sistem pembiayaan 

syariah yang adil dan saling menguntungkan, di antaranya adalah akad Mudharabah dan 

Murabahah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. 

Akad Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan berbasis kerja sama bagi hasil. Akad 

ini sangat relevan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, yang 

 
1Firdaus et al., Ekonomi Islam dalam Perspektif Sosial, 2025; Sahrudin, Etika Ekonomi Islam dan Keadilan 

Sosial, 2025. 
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membutuhkan permodalan tanpa beban bunga2. Sebaliknya, Murabahah digunakan dalam 

skema pembiayaan konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah dan pembiayaan 

kendaraan, dengan mekanisme jual beli dan margin keuntungan tetap yang disepakati sejak 

awal3. 

Meskipun kedua akad ini terbukti mendukung inklusi keuangan syariah, tantangan tetap 

muncul. Di antaranya adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, yang 

mengakibatkan kesalahpahaman terhadap hak dan kewajiban dalam akad. Hal ini berdampak 

pada peningkatan pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) dan risiko moral 

hazard dari pihak pengelola usaha dalam akad bagi hasil4. 

Selain itu, dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan 

administratif dan operasional yang cukup kompleks dibandingkan bank konvensional5. Oleh 

karena itu, penguatan sistem pembiayaan syariah sangat diperlukan, baik dari sisi edukasi 

literasi maupun dari sisi transformasi digital. Kemajuan teknologi saat ini membuka peluang 

besar bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan efektivitas operasional melalui 

digitalisasi akad. Inovasi seperti penggunaan aplikasi pembiayaan online, fintech syariah, serta 

otomatisasi sistem monitoring dan pelaporan, telah terbukti meningkatkan akses masyarakat 

terhadap produk keuangan syariah secara lebih cepat dan efisien6. Dalam hal ini, dukungan 

regulasi dari OJK dan fatwa dari DSN-MUI juga sangat penting untuk memastikan bahwa 

inovasi digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah7. 

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap 

sistem pembiayaan syariah melalui akad Mudharabah dan Murabahah, mencakup dimensi 

 
2Ika Yusmalinda, Heru Pratama, dan Rina Dewi, “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah terhadap 

Pengembangan UMKM,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan 9, no. 2 (2022): 73–84; Khairunnisa dan 

Nofrianto, Peran Mudharabah dalam Ekonomi Mikro Syariah (Padang: Penerbit Ekasakti Press, 2023). 
3Muhammad Ali, Teti Nurhayati, dan Rini Fadhillah, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Konsumen di Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Ekonomi dan Perbankan 

Syariah 10, no. 1 (2022): 45–56; Yoesoef dan Khairisma, Murabahah dan Kredit Syariah: Studi Praktik di 

Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Mitra Usaha Mandiri, 2020). 
4Siti Hayati, Dwi Fitria, dan Ahmad Maulana, “Tantangan Implementasi Akad Bagi Hasil...” Jurnal Hukum 

Ekonomi Islam 6, no. 2 (2024): 88–97; Rochmano et al., Manajemen Risiko Akad Syariah, 2021. 
5Aep Khoer dan M. Acim, “Kompleksitas Administratif...” Jurnal Ekonomi Islam Nusantara 8, no. 1 

(2024): 15–27. 
6
Dewi Krisyana, Riko Irawan, dan Nisa Putri, “Peran Fintech Syariah...” Jurnal Teknologi 

Keuangan Syariah 5, no. 2 (2024): 100–112; L. W. dan Siti Nadliroh, “Digitalisasi Pembiayaan 

Syariah...” Jurnal Ekonomi dan Teknologi Syariah 4, no. 1 (2020): 22–35. 

7Handayani et al., Digitalisasi dan Fatwa Syariah: Kajian Regulatif Fintech Islam, 2023. 
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konseptual, praktik aktual di lembaga keuangan, serta penguatan melalui digitalisasi. Kajian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran keuangan syariah 

sebagai sistem yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial di era transformasi digital 

B. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan 

kualitatif-deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika akad Mudharabah dan 

Murabahah dalam sistem pembiayaan syariah, baik dari sisi teori maupun praktik. Data 

diperoleh dari literatur primer dan sekunder seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, 

buku akademik, dokumen regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa-fatwa Dewan 

Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)8. Analisis dilakukan secara naratif-

tematik dengan fokus pada empat aspek utama: (1) kajian konseptual terkait prinsip-prinsip 

fiqih muamalah yang mendasari kedua akad9; (2) praktik aktual di lembaga keuangan syariah, 

khususnya implementasi di Bank Syariah Indonesia (BSI)10; (3) perbandingan global melalui 

studi penerapan di Malaysia dan Uni Emirat Arab11; serta (4) inovasi digital dalam bentuk 

digitalisasi akad dan pemanfaatan fintech syariah12. Seluruh data dianalisis dengan 

mempertimbangkan keselarasan terhadap prinsip syariah, efektivitas penerapan di lapangan, 

serta keterkaitan dengan tantangan dan peluang dalam ekosistem ekonomi digital kontemporer, 

menjadikan penelitian ini sebagai pijakan untuk mendorong transformasi pembiayaan syariah 

yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep dan Jenis Akad Pembiayaan 

Dalam sistem pembiayaan syariah, akad Mudharabah dan Murabahah merupakan dua 

bentuk akad utama yang memiliki karakteristik serta peran yang berbeda dalam mendukung 

pembiayaan umat secara adil dan bebas riba. Akad Mudharabah adalah bentuk kerja sama 

usaha antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pihak pengelola usaha (mudharib), 

 
8Handayani, S., Wardani, N., & Falahuddin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI dan Implikasinya terhadap 

Digitalisasi Layanan Syariah. Jurnal Syariah dan Teknologi, 6(2), 45–61. 
9Amalia, R. (2022). Konsep Akad dalam Muamalah Kontemporer. Yogyakarta: Deepublish. 
10Ni’mah, K., & Kusumaningrum, L. (2023). Skema Pembiayaan Mudharabah di BSI: Studi Kasus. Jurnal 

Pembiayaan Islam, 4(1), 95–110. 
11Zin, M., Khalid, R., & Halim, M. (2023). AITAB Contract in Malaysian Islamic Finance: Legal and 

Ethical Considerations. International Journal of Islamic Banking, 8(2), 44–61. 
12Krisyana, Y., Nuraini, S., & Zulfikar, F. (2024). Efektivitas Platform Digital dalam Pembiayaan Syariah. 

Jurnal Inovasi Keuangan Syariah, 6(1), 70–86. 
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di mana keuntungan dibagi berdasarkan rasio (nisbah) yang telah disepakati, sedangkan 

kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian atau 

penyimpangan dari pihak pengelola13. Akad ini sangat cocok diterapkan dalam pembiayaan 

sektor produktif seperti UMKM, karena bersifat partisipatif dan mendorong pemberdayaan 

ekonomi masyarakat kecil. 

Sementara itu, akad Murabahah adalah akad jual beli barang yang dilakukan oleh 

lembaga keuangan syariah dengan cara menyebutkan secara terbuka harga pokok barang dan 

margin keuntungan yang diambil. Lembaga keuangan membeli terlebih dahulu barang yang 

dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang disepakati di awal, 

dibayar secara cicilan atau tunai oleh nasabah14. Akad ini menjadi pilihan dominan dalam 

praktik perbankan syariah modern karena strukturnya yang lebih pasti dan risikonya yang lebih 

terkendali dibanding akad bagi hasil. 

Kedua akad ini sama-sama berlandaskan prinsip syariah, namun memiliki fungsi 

berbeda: Mudharabah lebih berfokus pada kerja sama usaha dan produktivitas, sedangkan 

Murabahah lebih cocok untuk pembiayaan konsumtif yang memerlukan struktur harga tetap 

dan kepastian pembayaran15. Dalam konteks hukum Islam, keduanya termasuk bentuk 

transaksi yang dihalalkan Allah SWT, sebagaimana difirmankan dalam QS. Al-Baqarah: 275: 

بوَٰا۟ “ ٱلر ِ مَ  وَحَرَّ ٱلْبيَْعَ   ُ ٱللَّّ  yang ,(Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) ”وَأحََلَّ 

menjadi landasan kuat dalam pengembangan akad-akad muamalah kontemporer. 

Implementasi Sistem 

Dalam praktiknya, akad Mudharabah banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah 

untuk mendanai sektor produktif, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang membutuhkan akses permodalan tanpa beban bunga. Skema ini dianggap 

sesuai dengan semangat pemberdayaan ekonomi umat karena berbasis kerja sama dan tidak 

mengedepankan eksploitasi. Namun demikian, pelaksanaannya menghadapi sejumlah 

tantangan. Salah satu yang paling menonjol adalah potensi moral hazard dari pihak pengelola 

usaha (mudharib), khususnya dalam hal transparansi laporan keuangan dan pembagian hasil. 

 
13Amalia, R. (2022). Konsep Akad dalam Muamalah Kontemporer. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 45. 
14Rosyidah, R., & Rofiah, S. (2023). Skema Murabaha dalam Praktik Perbankan Islam Modern. Jurnal 

Keuangan Islam, 5(2), 121–136. 
15
Taqiyudin, A. (2020). Transaksi Halal dalam Al-Qur’an: Tafsir Muamalah Surah Al-Baqarah. 

Jurnal Studi Al-Qur’an, 8(1), 33–40. 
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Selain itu, karena sistem ini sangat bergantung pada kemampuan manajerial pengelola, maka 

risiko kegagalan usaha pun cukup tinggi16. 

Sebaliknya, akad Murabahah justru menjadi instrumen pembiayaan paling dominan 

dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan 

konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah, pembiayaan kendaraan, dan barang 

modal lainnya karena struktur keuangannya yang lebih pasti dan risikonya yang lebih 

terkendali. Namun, implementasi Murabahah juga tidak lepas dari tantangan, terutama terkait 

kepatuhan terhadap prinsip syariah. Isu utama dalam hal ini adalah keharusan adanya 

kepemilikan barang secara riil oleh bank sebelum dijual kepada nasabah, serta transparansi 

harga dan margin keuntungan yang harus disampaikan secara jelas di awal transaksi. 

Penyimpangan terhadap prinsip ini dapat menimbulkan kritik atas praktik Murabahah yang 

menyerupai sistem kredit konvensional17. 

Evaluasi Keunggulan dan Kelemahan 

Secara konseptual, akad Mudharabah dan Murabahah menawarkan keunggulan yang 

signifikan dalam sistem pembiayaan syariah karena keduanya dirancang sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal penghindaran riba, keadilan transaksi, dan 

pembagian risiko yang proporsional antara lembaga keuangan dan nasabah. Akad Mudharabah 

mencerminkan nilai kolaborasi dan kepercayaan, sementara Murabahah memberikan kepastian 

dalam struktur pembayaran dan margin keuntungan, yang sangat membantu lembaga keuangan 

dalam pengelolaan risiko dan perencanaan keuangan jangka pendek. Kedua akad ini juga 

memiliki landasan fikih yang kuat dan telah diadopsi secara luas di berbagai negara dengan 

sistem keuangan syariah berkembang. 

Namun demikian, penerapannya masih menghadapi beberapa kelemahan struktural dan 

teknis. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan 

masyarakat, yang menyebabkan banyak nasabah tidak memahami secara utuh hak dan 

kewajiban dalam akad, serta perbedaan substansial antara produk syariah dan konvensional. 

Hal ini berdampak pada kesalahan persepsi, ketidaksesuaian ekspektasi, bahkan konflik dalam 

 
16
Hayati, S., et al. (2024). Moral Hazard dalam Akad Bagi Hasil: Perspektif Syariah dan Ekonomi. 

Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, 6(1), 102–115. 

17Faizin, M., & Djayusman, H. (2023). Kepastian Hukum dalam Penetapan Margin Murabaha. Jurnal 

Hukum dan Ekonomi Islam, 7(2), 102–118. 
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pelaksanaan akad. Selain itu, dari sisi kelembagaan, prosedur administrasi dalam pembiayaan 

syariah sering kali dianggap lebih kompleks dan memakan waktu dibandingkan pembiayaan 

konvensional, terutama karena adanya tuntutan dokumentasi kepemilikan barang, legalitas 

akad, serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam proses verifikasi18. 

Studi Kasus 

Di Indonesia, praktik pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) 

menunjukkan bahwa akad Murabahah masih menjadi instrumen dominan dalam portofolio 

pembiayaan, khususnya untuk segmen pembiayaan konsumen seperti rumah, kendaraan, dan 

barang konsumtif lainnya. Dominasi ini disebabkan oleh karakteristik Murabahah yang 

memberikan kepastian margin keuntungan dan struktur risiko yang lebih mudah dikendalikan 

oleh pihak bank. Selain itu, proses penilaian kelayakan nasabah dalam akad Murabahah 

cenderung lebih sederhana dibanding akad berbasis bagi hasil, sehingga banyak dipilih oleh 

lembaga keuangan syariah dalam praktik operasionalnya19. 

Sementara itu, akad Mudharabah masih relatif minim digunakan dalam pembiayaan oleh 

perbankan syariah, meskipun secara teoritis sangat potensial dalam mendukung sektor 

produktif, khususnya UMKM. Rendahnya porsi pembiayaan Mudharabah antara lain 

disebabkan oleh kekhawatiran terhadap risiko moral hazard, kesulitan dalam monitoring 

kegiatan usaha nasabah, dan ketidaksiapan sistem informasi akuntabilitas pelaku usaha. 

Padahal, bila dimaksimalkan, akad ini dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi 

berbasis kemitraan yang adil dan memberdayakan. 

Di tingkat global, negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi 

contoh menarik dalam pengembangan sistem pembiayaan syariah. Di Malaysia, sistem 

keuangan Islam telah berkembang dengan dukungan kerangka hukum dan regulasi yang 

matang, serta adanya struktur produk yang beragam dan inovatif. Adapun di UEA, pembiayaan 

syariah telah terintegrasi dengan sistem keuangan nasional dan ditopang oleh penerapan 

teknologi digital, seperti platform online banking syariah dan fintech halal, yang secara 

signifikan meningkatkan efisiensi operasional, inklusi keuangan, dan daya saing global20. 

 
18Rochmano, M., et al. (2021). Hambatan Literasi Keuangan Syariah bagi UMKM. Jurnal UMKM dan 

Islam, 5(2), 144–159. 
19Ni’mah, K., & Kusumaningrum, L. (2023). Skema Pembiayaan Mudharabah di BSI: Studi Kasus. Jurnal 

Pembiayaan Islam, 4(1), 95–110. 
20Zin, M., Khalid, R., & Halim, M. (2023). AITAB Contract in Malaysian Islamic Finance: Legal and 

Ethical Considerations. International Journal of Islamic Banking, 8(2), 44–61. 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jiae


Jurnal Inovasi dan Analisis Ekonomi  

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jiae     

 

196 

Vol 6, No 3, Juli 2025 

Inovasi Digital 

Dalam era ekonomi digital, transformasi teknologi telah menjadi pendorong utama dalam 

pengembangan sistem pembiayaan syariah yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif. Lembaga 

keuangan syariah kini aktif memanfaatkan platform digital, aplikasi mobile banking, dan 

layanan fintech syariah untuk mempercepat proses pengajuan dan pencairan pembiayaan, 

mempermudah monitoring transaksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan akad21. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga 

memperluas jangkauan akses keuangan syariah hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya 

belum terlayani secara optimal (unbanked dan underserved). 

Namun demikian, keberhasilan inovasi digital tersebut tetap dihadapkan pada sejumlah 

tantangan struktural dan sosial. Salah satunya adalah tingkat literasi digital masyarakat yang 

masih rendah, terutama di kalangan pelaku UMKM di wilayah rural, yang menyebabkan 

kurangnya pemahaman terhadap prosedur digital, keamanan data, dan risiko transaksi daring. 

Di sisi lain, kebutuhan akan perlindungan konsumen digital juga semakin mendesak, 

mengingat meningkatnya potensi penyalahgunaan data pribadi serta celah hukum dalam 

pengaturan transaksi keuangan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara 

penguatan edukasi digital, peningkatan infrastruktur keamanan sistem, dan dukungan regulasi 

dari otoritas seperti OJK dan DSN-MUI22. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN  

Akad Mudharabah dan Murabahah merupakan dua pilar utama dalam sistem pembiayaan 

syariah yang mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran riba. 

Mudharabah terbukti efektif dalam mendukung sektor produktif seperti UMKM melalui 

kemitraan berbasis bagi hasil, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti 

risiko moral hazard dan keterbatasan sistem pengawasan. Sementara itu, Murabahah lebih 

dominan digunakan dalam pembiayaan konsumtif karena menawarkan struktur margin 

keuntungan yang pasti dan mudah dikelola oleh lembaga keuangan syariah. 

Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa meskipun akad 

Murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan, potensi penguatan sektor riil melalui 

 
21Krisyana, Y., Nuraini, S., & Zulfikar, F. (2024). Efektivitas Platform Digital dalam Pembiayaan Syariah. 

Jurnal Inovasi Keuangan Syariah, 6(1), 70–86. 
22Handayani, S., Wardani, N., & Falahuddin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI dan Implikasinya terhadap 

Digitalisasi Layanan Syariah. Jurnal Syariah dan Teknologi, 6(2), 45–61. 
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Mudharabah tetap terbuka lebar jika disertai strategi mitigasi risiko yang tepat. Di tingkat 

global, praktik di Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) memperlihatkan bahwa keberhasilan 

sistem pembiayaan syariah sangat bergantung pada dukungan regulasi yang kuat, infrastruktur 

hukum, dan penerapan digitalisasi yang komprehensif. 

Dalam konteks transformasi digital, pemanfaatan teknologi seperti fintech syariah dan 

layanan keuangan digital telah mempercepat proses pembiayaan serta memperluas akses 

keuangan syariah. Namun, hal ini juga menuntut peningkatan literasi digital masyarakat, 

penguatan keamanan data, serta kehadiran regulasi perlindungan konsumen yang seimbang 

dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, integrasi antara edukasi keuangan, inovasi teknologi, 

dan komitmen syariah menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembiayaan syariah 

yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan di era digital. 
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